SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI PASANGKAYU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
pada Pemerintah Daerah, perlu menyusun Standar
Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya
Umum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Tahun

Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
KabupatenMamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi
Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6175);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 476);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2021 Nomor
119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1032);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan dan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional
Sekolah dan Bantuan Opersional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
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17.

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 153)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
DAN STANDAR BIAYA UMUM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.

Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pasangkayu.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP
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PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan
pembelajaran pendidikan anak usia dini.

6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut BOP
PAUD Reguler adalah dana yang digunakan untuk
membantu operasional Satuan PAUD.

7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut BOP
PAUD Kinerja adalah dana yang digunakan untuk
mendukung kegiatan program sekolah penggerak bagi
Satuan PAUD yang ditetapkan sebagai pelaksana
program sekolah penggerak.

8. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama
untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan
pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana
program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk
mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang
selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS
yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja
operasional seluruh Peserta Didik pada satuan
pendidikan dasar dan menengah.

10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP
Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan
untuk penyediaan pendanaan biaya operasional
nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran
program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat
SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang
selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen
perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu)
tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik
adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat
NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan
membedakan satu siswa dengan siswa lain yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama
Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan
untuk menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana
BOP Kesetaraan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu.
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20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2
Dalam Peraturan Bupati ini diatur:
a. standar satuan harga pengelolaan dana bantuan
operasional sekolah; dan
b. standar biaya umum pengelolaan dana bantuan
operasional sekolah.
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar satuan harga dan standar biaya umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan

dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Dana

Bantuan Operasional sekolah;

Standar satuan harga dan standar biaya umum yang

digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. dasar dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran sekolah (RKAS);

b. dasar melakukan belanja dana bantuan operasional

sekolah;

Pasal 4

Standar satuan harga dan standar biaya umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi

satuan pendidikan dalam menyusun rencana kerja anggaran
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dan belanja dana bantuan operasional sekolah satuan

pendidikan Tahun Anggaran 2022.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI PASANGKAYU,

ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.
RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL7’BA AN HUKUM,

4 b/*f/ N
MULYA /SH

/PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001
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